BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang  analisis
pertimbangan hakim terhadap penolakan itsbat nikah di Pengadilan Agama
Bengkulu perspektif maghasid syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam beberapa penetapan penolakan itsbat nikah di
Pengadilan  Agama  Bengkulu = (Nomor  125/Pdt.P/2024/PA.Bn,
147/Pdt.P/2024/PA .Bn, 110/Pdt.P/2025/PA.Bn, dan
144/Pdt.P/2025/PA.Bn)  menunjukkan  kecenderungan  pendekatan
normatif-positivistik. Majelis Hakim menempatkan pemenuhan rukun dan
syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan
Undang-Undang Perkawinan sebagai parameter utama dalam menentukan
dapat atau tidaknya suatu perkawinan ditetapkan melalui mekanisme
itshat. Penolakan didasarkan pada alasan-alasan yuridis yang berbeda,
seperti ketidakjelasan wali, tidak terpenuhinya syarat usia dan dispensasi,
komposisi saksi yang tidak sesuai ketentuan, serta poligami tanpa izin
pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan
hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum prosedural, tetapi belum
sepenuhnya mengintegrasikan dimensi perlindungan hukum substantif,
khususnya terhadap pihak yang lemabh.

2. Dalam perspektif magasid syariah, penolakan itsbat nikah harus dinilai

dengan melihat tujuan-tujuan pokok syariat, terutama hifz al-nasl
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(perlindungan keturunan), hifz al-‘irdh (perlindungan kehormatan), dan
hifz  al-nafs  (perlindungan  jiwa). Pada  penetapan  nomor
144/Pdt.P/2025/PA.Bn, penolakan dapat dipandang selaras dengan
maqasid dalam aspek perlindungan keadilan dan hak istri pertama.
Namun, penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn, penetapan nomor
147/Pdt.P/2024/PA.Bn dan penetapan nomor 110/Pdt.P/2025/PA.Bn
penolakan itsbat tanpa solusi alternatif berpotensi mengabaikan
perlindungan terhadap anak dan keberlangsungan keluarga yang telah
lama terbentuk, yang mana pendekatan hakim yang terlalu
menitikberatkan pada aspek formal belum sepenuhnya mencerminkan
keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan substantif
sebagaimana dikehendaki magqasid syariah.
B. Saran

1. Bagi pengadilan agama hendaknya dalam memeriksa perkara itshat nikah,
hakim sebaiknya tidak hanya menilai aspek formil rukun dan syarat, tetapi
juga mempertimbangkan dampak sosial dan perlindungan terhadap anak
berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the
child). Apabila permohonan tidak dapat dikabulkan, sebaiknya disertai
solusi konkret seperti anjuran tajdid nikah, penetapan asal-usul anak, atau
mekanisme lain yang tetap menjamin hak keperdataan anak.

2. Bagi pembentuk kebijakan perlu dilakukan penguatan regulasi atau
pedoman teknis yang lebih progresif mengenai itshat nikah, khususnya
untuk perkawinan yang telah berlangsung lama dan menghasilkan
keturunan, agar tidak terjadi ketimpangan antara kepastian hukum dan

perlindungan hukum
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